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dapat diselesaikan dengan baik dan lancar. 

Penyempurnaan Kebijakan Mineral dan Batubara ini merupakan amanat dari 

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (MESDM) kepada Direktur Jenderal Mineral 

dan Batubara (Dirjen Minerba) melalui Surat 2/30/MEM/2020 pada tanggal 7 Februari 

2020 dengan perihal Penyempurnaan Kebijakan Mineral dan Batubara sekaligus amanat 

dari  Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 (UU No. 4/2009) yang saat ini telah diubah 

melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 (UU No. 3/2020) tentang Perubahan 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Di 

dalam UU No. 3/2020 Pasal 6 ayat (1) huruf b disebutkan bahwa Pemerintah dalam 

pengelolaan pertambangan mineral dan batubara memiliki kewenangan untuk 

menetapkan kebijakan mineral dan batubara nasional. 

Tim yang terlibat dalam Penyempurnaan Kebijakan Mineral dan Batubara ini 

terdiri dari Tim Internal Ditjen Minerba dan Tim Eksternal yang Kompeten yaitu Dr. Riant 

Nugoho, M.Si, Prof. Dr. Ir. Made Astawa Rai, DEA, Prof. Ir. H. Machmud Hasjim, MME, 

Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H., dan Ir. Deddi Handiko. 

Dengan tersedianya dokumen Penyempurnaan Kebijakan Mineral dan Batubara 

ini diharapkan dijadikan sebagai gambaran arah pengelolaan mineral dan batubara yang 

dapat diimplementasikan sekaligus melengkapi diterbitkannya UU No. 3/2020 beserta 

turunannya. 

 Atas bantuan dan kerja sama seluruh pihak yang berkontribusi dalam 

Penyusunan Perumusan dan Penyempurnaan Kebijakan Mineral dan Batubara ini kami 

mengucapkan banyak terima kasih. Semoga Penyempurnaan Kebijakan Mineral dan 

Batubara ini dapat bermanfaat bagi pengelolaan pertambangan Indonesia. Dokumen 

Penyempurnaan Kebijakan ini tentunya tidak lepas dari kekurangan dalam 

penyusunannya, oleh karena itu saran dan masukan kami harapkan dari semua pihak 

terkait melalui email: penyiapan.program.minerba@esdm.go.id. 

 

Jakarta, Desember 2020 

Tim Penyempurnaan Kebijakan Minerba 
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RINGKASAN EKSEKUTIF 

Kebijakan mineral dan batubara merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 4 

Tahun 2009 (UU No. 4/2009) yang saat ini telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 

3 Tahun 2020 (UU No. 3/2020) tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 

2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Di dalam UU No. 3/2020 Pasal 6 

ayat (1) huruf b disebutkan bahwa Pemerintah dalam pengelolaan pertambangan 

mineral dan batubara memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan mineral dan 

batubara nasional, lebih lanjut dalam Pasal 8A ayat (1) UU No. 3/2020 disebutkan bahwa 

Menteri menetapkan rencana pengelolaan mineral dan batubara nasional secara 

sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan, dan akuntabel. Sesuai pasal 8B 

ayat (1) UU No. 3/2020 disebutkan bahwa rencana pengelolaan mineral dan batubara 

nasional paling sedikit memuat strategi dan kebijakan di bidang pertambangan mineral 

dan batubara. Dokumen naskah kebijakan mineral dan batubara ini diharapkan menjadi 

panduan dalam pengelolaan mineral dan batubara nasional. 

Tujuan penyusunan dokumen kebijakan mineral dan batubara adalah mengoptimalkan 

penyelenggaraan pengelolaan mineral dan batubara, meningkatkan manfaat ekonomi 

dan kualitas Sumber Daya Manusia, meningkatkan kemandirian dan ketahanan industri 

nasional berbasis mineral dan batubara serta meningkatkan kesejahteraan dan 

kemakmuran rakyat. Secara umum kaidah dasar pengelolaan mineral dan batubara 

dalam dokumen kebijakan mineral dan batubara ini dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu: 

Inventarisasi mineral dan batubara, pemanfaatan mineral dan batubara,  dan konservasi 

mineral dan batubara. Hal inilah yang mendasari penyusunan bab dalam dokumen 

kebijakan mineral dan batubara. 

Dokumen kebijakan mineral dan batubara ini terdiri dari 6 (enam) bab utama yaitu  

1. Pendahuluan, 2. Inventarisasi mineral dan batubara, 3. Pengelolaan dan pemanfaatan 

mineral dan batubara, 4. Konservasi mineral dan batubara, 5. Pemantauan dan evaluasi, 

dan 6. Penutup.  

Bab Pendahuluan menjelaskan latar belakang penyusunan kebijakan, landasan 

penyusunan kebijakan baik landasan filosofis maupun landasan hukum, asas kebijakan 

mineral dan batubara, tujuan penyusunan kebijakan, serta visi dan misi kebijakan 

mineral dan batubara. 

Selanjutnya Bab Inventarisasi mineral dan batubara berisi penjelasan mengenai kondisi 

umum, kebijakan dan strategi implementasi inventarisasi mineral dan batubara. Dalam 

Bab ini dijabarkan bagaimana pengelolaan data dan informasi sumber daya dan 

cadangan mineral dan batubara sebaiknya dilakukan. Kegiatan eksplorasi merupakan 

kegiatan inti dalam inventarisasi mineral dan batubara selain dukungan pengelolaan 

data dan informasi mineral dan batubara secara nasional. 
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Bab Pengelolaan dan pemanfaatan mineral dan batubara secara garis besar dibagi 

menjadi 4 (empat) Subbab yang menjelaskan beberapa hal pilar penting dalam 

pemanfaatan mineral dan batubara. Subbab tersebut adalah pengelolaan wilayah 

pertambangan, pengelolaan mineral dan batubara, pengelolaan lingkungan hidup dan 

pengelolaan pertambangan rakyat. Masing-masing subbab menjelaskan bagaimana 

kondisi umum, kebijakan maupun strategi implementasi dari masing-masing subbab. 

Pada bab konservasi mineral dan batubara dijelaskan bagaimana mineral dan batubara 

yang dimiliki dan dikelola oleh negara dapat dimanfaatkan secara optimal, efektif dan 

efisien. Bab ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam menjamin pemanfaatan mineral 

dan batubara yang dilaksanakan secara bijaksana serta berkesinambungan. 

Bab berikutnya adalah pemantauan dan evaluasi yang menjelaskan bagaimana 

pemerintah melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan 

pengelolaan mineral dan batubara. Kegiatan pemantauan dan evaluasi dilaksanakan 

terhadap kegiatan inventarisasi, pemanfaatan dan konservasi mineral dan batubara 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Bagian akhir dari dokumen ini adalah Bab penutup yang menjadi pengingat bahwa 

kegiatan pengelolaan mineral dan batubara harus dapat memberikan manfaat yang 

maksimal bagi industri dalam negeri, ketahanan dan pertahanan nasional, peningkatan 

daya saing, pertumbuhan, pemerataan, dan kemandirian ekonomi serta mencapai 

tujuan akhir untuk sebesar-besarnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Apabila 

terjadi tumpang tindih kepentingan, maka pemerintah dapat membentuk tim ahli yang 

terdiri dari berbagai disiplin ilmu untuk memutuskan prioritas mana yang akan di 

dahulukan untuk melakukan kegiatan tertentu dengan berdasarkan pertimbangan, 

analisis, dan evaluasi secara komprehensif.  
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BAB I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Indonesia dikaruniai keanekaragaman sumber daya alam yang jumlahnya cukup 
memadai, termasuk mineral (mineral logam, mineral bukan logam, dan batuan) dan 
batubara yang merupakan kekayaan negara. Berdasarkan amanat yang terkandung 
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) 
Pasal 33 ayat (3), bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai 
oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan Ketetapan 
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (TAP MPR RI) Nomor 9 Tahun 2001 
tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Pasal (3) yaitu 
Pengelolaan sumber daya alam yang terkandung di daratan, laut dan angkasa dilakukan 
secara optimal, adil, berkelanjutan dan ramah lingkungan. Lebih lanjut dalam 
menjalankan amanat tersebut, Pemerintah menetapkan Rencana Pengelolaan Mineral 
dan Batubara Nasional secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan, dan 
akuntabel. Beberapa pertimbangan dalam penyusunan Rencana Pengelolaan Minerba 
Nasional tersebut adalah daya dukung sumber daya alam dan lingkungan menurut data 
dan informasi geospasial dasar dan tematik, pelestarian lingkungan hidup, rencana tata 
ruang wilayah dan/atau rencana zonasi, perkembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi, tingkat pertumbuhan ekonomi, prioritas pemberian komoditas tambang, 
jumlah dan luas Wilayah Pertambangan (WP), ketersediaan lahan pertambangan, jumlah 
sumber daya dan/atau cadangan mineral atau batubara, dan ketersediaan sarana dan 
prasarana.  

Tujuan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat tersebut sejalan dengan tujuan 
bangsa sebagaimana ditegaskan dalam paragraf keempat Pembukaan UUD NRI 1945 
adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 
Pencapaian kesejahteraan dan kemakmuran dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan 
harus dicapai secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.  

Perkembangan dunia yang sangat pesat dari segi ekonomi, politik, maupun 
teknologi serta persoalan energi dan perubahan iklim telah memengaruhi kondisi 
nasional Indonesia secara langsung maupun tidak langsung, sehingga Pemerintah perlu 
membuat kebijakan mineral dan batubara.  

Kebijakan mineral dan batubara nasional yang merupakan visi jangka panjang dari 
pertambangan nasional haruslah bersifat dinamis dan memiliki cakupan yang luas. 
Dalam penyusunan kebijakan mineral dan batubara nasional harus pula didampingi oleh 
pemahaman yang menyeluruh dan terintegrasi dengan kebijakan lainnya. Hal ini 
dimaksudkan agar kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah saling mendukung dan 
menguatkan untuk mewujudkan kesejahteraan dan sebesar-besarnya kemakmuran 
rakyat. 

Penyusunan kebijakan mineral dan batubara harus melibatkan seluruh pemangku 
kepentingan yang terkait. Kebijakan ini merupakan pedoman bagi pemerintah dalam 
pengelolaan mineral dan batubara karena ketersediaan yang terbatas dan pemanfaatan 
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sebesar-besarnya untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara 
berkesinambungan, kepentingan pertahanan negara dan ketahanan nasional (national 
security). 

Kebijakan mineral dan batubara juga memiliki fungsi sebagai pedoman 
penyusunan kodifikasi hukum dan tata kelola (governance) mineral dan batubara. 
Dengan demikian, kebijakan mineral dan batubara nasional dapat diposisikan sebagai 
pedoman dari semua produk hukum atau peraturan perundang-undangan di bidang 
pertambangan maupun sektor lain yang terkait. 

Hal-hal di atas merupakan faktor yang dapat mempengaruhi kondisi nasional 
termasuk kondisi pertambangan nasional. Agar mampu menjawab permasalahan-
permasalahan serta tantangan-tantangan baik dalam skala nasional maupun 
internasional, maka diperlukanlah suatu visi jangka panjang yang diartikulasikan dalam 
bentuk kebijakan mineral dan batubara nasional. 

1.2. Landasan Penyusunan Kebijakan Mineral dan Batubara 

Penyusunan kebijakan mineral dan batubara memiliki dua landasan utama yakni 
landasan filosofis dan landasan hukum. Landasan filosofis terletak pada tiga aspek yaitu 
kepentingan nasional, moral etika nasional dan kaidah-kaidah dasar pengelolaan sumber 
daya, sedangkan landasan hukum tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945. 

1.2.1. Landasan Filosofis 

Orientasi dalam pengembangan sumber daya mineral dan batubara nasional yang 
merupakan salah satu jenis aset nasional yang tak terbarukan (non renewable resources) 
perlu diletakkan dalam tiga aspek yaitu: 

1) Kepentingan Nasional 
Kepentingan nasional tercermin dalam Pancasila serta Pembukaan UUD NRI 1945 

pada paragraf ke-4 yang memuat tujuan-tujuan penyelenggaraan negara Indonesia yang 
telah menyatakan kemerdekaannya yaitu: (1) Mempertahankan kedaulatan negara 
(sovereignity), (2) Meningkatkan kesejahteraan umum (prosperity), (3) Mencerdaskan 
kehidupan bangsa (intellectual capital), dan (4) Mewujudkan kesetaraan dalam 
pergaulan internasional (equality principle). Karena empat kepentingan ini melandasi 
tujuan penyelenggaraan negara secara umum termasuk tujuan pembangunan bangsa, 
seharusnya tujuan pengembangan seluruh sektor pembangunan termasuk subsektor 
sumber daya mineral dan batubara diletakkan di atas empat kepentingan nasional ini. 

2) Moral dan Etika Nasional 
Moral nasional adalah bagaimana manusia Indonesia harus hidup sebagai 

manusia dalam kehidupannya bernegara yang telah melembaga dalam sebuah 
kebiasaan adat serta diwujudkan secara terus-menerus dan berulang-ulang dalam kurun 
waktu yang cukup lama. Etika nasional merupakan hasil kajian kritis tentang moral 
nasional yang mengandung suatu sistem nilai (value) dan norma (norm) yang telah teruji 
kebenarannya. Etika nasional ini tercantum dalam pembukaan UUD NRI 1945. 
Selanjutnya etika nasional ini disusun secara padat dan ringkas dalam suatu kode etik 
bernegara yang selanjutnya disebut Pancasila. Dengan demikian pembangunan bangsa 
yaitu pengembangan seluruh sektor pembangunan termasuk subsektor sumber daya 
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mineral dan batubara harus diletakkan dalam suatu koridor moral dan etika nasional ini 
yaitu Pancasila. 

3) Kaidah Dasar Pengelolaan Sumber Daya Mineral dan Batubara 

Kaidah dasar pengelolaan sumber daya mineral dan batubara meliputi : 
- Inventarisasi 
- Pemanfaatan 
- Konservasi 
Kaidah pengelolaan sumber daya mineral dan batubara harus dilakukan sebagai 

satu kesatuan yang terintegrasi. 

1.2.2. Landasan Hukum 

Landasan hukum dalam pengelolaan sumber daya mineral dan batubara di 
Indonesia tercantum dalam UUD NRI 1945 Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi  “Bumi, air, 
dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan 
dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Ayat tersebut di atas 
mencakup:  

1) Penguasaan mineral dan batubara, dan; 
2) Tujuan dari penguasaan mineral dan batubara. 

Pengertian hukum yang terkandung dalam ketentuan UUD NRI 1945 Pasal 33 ayat 
(3) adalah bahwa sumber daya mineral dan batubara sebagai salah satu kekayaan alam 
yang terkandung di dalam bumi dan air wilayah Indonesia adalah hak bangsa Indonesia 
dan merupakan kekayaan negara. 

Sumber daya mineral dan batubara sebagai kekayaan negara yang vital dan 
strategis serta menguasai hajat hidup orang banyak, sehingga berdasarkan ketentuan 
UUD NRI 1945 Pasal 33 ayat (3) tersebut bangsa Indonesia memberikan kekuasaan 
kepada negara untuk mengatur, mengelola dan menggunakan kekayaan negara tersebut 
sebaik-baiknya agar dapat tercapai tujuan nasional sebagaimana telah tertuang dalam 
Kepentingan Nasional tersebut di atas. 

1.3 Asas Kebijakan Mineral dan Batubara Indonesia 

Asas kebijakan mineral dan batubara Indonesia adalah: 
1) Asas Kemanfaatan 
 Kebijakan mineral dan batubara harus mencakup prinsip-prinsip bahwa 

pemanfaatan mineral dan batubara harus mampu memberikan keuntungan dan 
manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan 
rakyat secara berkesinambungan. 

2) Asas Keadilan 
 Kebijakan mineral dan batubara harus mampu memberi peluang dan kesempatan 

yang sama bagi warga negara dalam rangka pengelolaan mineral dan batubara 
berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

3) Asas Kepastian  
 Kebijakan mineral dan batubara harus mampu menjamin kepastian hukum dan 

kepastian pengusahaan mineral dan batubara. 
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1.4. Tujuan Kebijakan Minerba 

Adapun tujuan kebijakan mineral dan batubara adalah:  
1) Mengoptimalkan penyenggaraan pengelolaan mineral dan batubara secara 

nasional. 
2) Meningkatkan manfaat ekonomi dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). 
3) Meningkatkan Kemandirian dan Ketahanan Industri Nasional Berbasis 

Mineral dan Batubara  
4) Meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara optimal. 

 

1.5. Visi dan Misi  

Visi: 

Negara menguasai sumber daya alam tidak terbarukan mineral dan batubara untuk 
mewujudkan sebesar-besar kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.  

Misi: 

1) Mengelola mineral dan batubara sebagai modal dasar pembangunan sumber daya 
manusia, penguasaan ilmu pengetahuan, sains, teknologi, seni dan budaya. 

2) Mengelola mineral dan batubara sebagai modal dasar pembangunan yang dapat 
mewujudkan kemandirian dan ketahanan industri serta energi, dan pertahanan 
nasional. 

3) Mengelola mineral dan batubara sebagai modal dasar percepatan pembangunan 
nasional untuk mendukung pertumbuhan, pemerataan dan kemandirian ekonomi.  
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BAB II. INVENTARISASI MINERAL DAN 

BATUBARA 

2.1. Kondisi Umum  

Indonesia dikaruniai berbagai potensi sumber daya alam termasuk mineral dan 
batubara, dengan sifat dan karakteristik yang unik, dimana penyebarannya tidak merata, 
jumlah yang terbatas dan kualitas bervariatif. Keberadaan mineral dan batubara di alam 
tidak dapat diatur oleh batasan-batasan geografis dan administratif sehingga seluruh 
kegiatan yang berkaitan dengan inventarisasi kekayaan sumberdaya mineral dan 
batubara di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dapat dilakukan secara 
menyeluruh dengan dukungan kemudahan yang diberikan dari seluruh sektor dalam 
urusan pemerintahan 

Inventarisasi merupakan bagian paling awal dari pengelolaan mineral dan 
batubara dan proses bisnis industri pertambangan untuk memperoleh data dan 
informasi sumber daya dan cadangan mineral dan batubara. Kegiatan eksplorasi menjadi 
salah satu kegiatan utama dalam inventarisasi mineral dan batubara, sehingga dapat 
diketemukan keberadaannya.  

Potensi mineral dan batubara yang telah diketahui melalui kegiatan eksplorasi 
menjadi sumberdaya dan cadangan yang memiliki nilai keekonomian. Inventarisasi 
merupakan kewajiban dan kewenangan pemerintah untuk memperoleh data dan 
informasi mineral dan batubara termasuk mineral ikutan dan/atau logam/unsur tanah 
jarang di seluruh wilayah Indonesia. Seluruh data dan informasi dari hasil kegiatan 
inventarisasi tersebut adalah milik negara. 

 

2.2. Kebijakan Inventarisasi Mineral dan Batubara 

Inventarisasi dapat dilakukan melalui kegiatan pemetaan umum dan geologi, 
eksplorasi, dan penambangan yang sedang beroperasi maupun yang sudah berakhir 
serta pada wilayah penciutan. Inventarisasi sumberdaya mineral dan batubara sangat 
dibutuhkan untuk penentuan besaran dan neraca kekayaan mineral dan batubara 
nasional. Keberadaan sumber daya mineral dan batubara akan menjadi dasar 
pengelolaan mineral dan batubara untuk tujuan sebesarbesarnya kemakmuran rakyat.  

Sumber daya mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah negara 
Republik Indonesia merupakan kekayaan negara yang dikuasai oleh negara. Sumber 
daya mineral dan batubara yang telah ditemukan dalam kegiatan inventarisasi dijadikan 
dasar dalam perencanaan, pengelolaan mineral dan batubara. Seluruh data dan 
informasi dari hasil kegiatan inventarisasi sumber daya mineral dan batubara adalah 
milik negara yang dikelola secara terpadu dan transparan. 
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2.3. Strategi Implementasi Inventarisasi Mineral dan Batubara 

Strategi pemerintah dalam melakukan inventarisasi mineral dan batubara yang 
berhasil dan berdaya guna adalah sebagai berikut:  
1) Menata aturan, norma, standar, prosedur dan kriteria yang saling mendukung dan 

menguatkan tugas instansi dalam pelaksanaan kegiatan inventarisasi untuk 
memperoleh dukungan penuh dan pengutamaan agar seluruh wilayah Indonesia 
terbuka untuk kegiatan inventarisasi;  

2) Melaksanakan kegiatan inventarisasi oleh negara secara terstruktur melalui 
lembaga terkait atau badan usaha di bidang eksplorasi yang berkedudukan di 
Indonesia, dan didukung oleh sektor-sektor terkait yang lain. 

3) Memberikan dukungan finansial dan kemudahan kepada pihak-pihak yang 
bekerjasama dengan pemerintah terkait kegiatan inventarisasi sehingga menjadi 
kegiatan ekonomi yang mandiri dalam kerangka pembangunan berkelanjutan; 

4) Melakukan verifikasi dan validasi terhadap data dan informasi baik spasial 
maupun non spasial dengan penggunaan sains, rekayasa dan teknologi mutakhir 
dan tepat guna seiring dengan perkembangannya menurut standar nasional agar 
data dan informasi yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan; 

5) Mengembangkan dan menyiapkan tenaga ahli yang memiliki kompetensi nasional  
dan internasional yang dibutuhkan dalam mendukung kegiatan inventarisasi; 

6) Menyiapkan sarana dan prasarana terkait bank data dan informasi inventarisasi 
yang terpadu dan terintegrasi, mudah diakses dan diolah, cepat dan handal untuk 
dimanfaatkan secara optimal agar mampu menarik investasi pada industri 
pertambangan, pendidikan, dan memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan 
lainnya yang selaras dengan strategi pembangunan nasional. 

 

 
 
 
 
 
 
 



Kebijakan Mineral dan Batubara Indonesia | 7  
 

BAB III. PENGELOLAAN DAN 

PEMANFAATAN MINERAL DAN BATUBARA 

Negara memiliki hak dan kewajiban untuk mengelola dan memanfaatkan sumber 
daya mineral dan batubara yang terdapat di wilayah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia (NKRI) untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat 
Indonesia. Arah pengelolaan mineral dan batubara adalah sebagai berikut: 
• Menjamin pengelolaan sumber daya mineral dan batubara secara adil, 

transparan, dan akuntabel serta berkelanjutan;  
• Menjamin ketersediaan dan pasokan kebutuhan energi dan bahan baku untuk 

industri dalam negeri; 
• Mendukung peningkatan nilai tambah pemanfaatan serta pengembangan mineral 

dan batubara yang berkelanjutan; 
• Menjamin prinsip-prinsip konservasi dalam upaya pemanfaatan mineral dan 

batubara; dan 
• Menjamin kepastian hukum dan berusaha. 

3.1. Pengelolaan Wilayah Pertambangan 

3.1.1 Kondisi Umum 

Wilayah Pertambangan adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau 
batubara termasuk mineral ikutan dan/atau logam/unsur tanah jarang baik di darat 
maupun di laut yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.  

Pengelolaan potensi tersebut di atas dilakukan oleh Pemerintah pada wilayah 
pertambangan melalui tata kelola pertambangan yang baik dengan memperhatikan 
prioritas pembangunan dan pengembangan wilayah, pertahanan dan ketahanan 
nasional.   

Wilayah pertambangan merupakan bagian dari tata ruang nasional yang 
terintegrasi, saling mendukung dan menguatkan dalam pengelolaan mineral dan/atau 
batubara termasuk mineral ikutan dan/atau logam/unsur tanah jarang. Pemanfaatan 
lahan untuk kepentingan inventarisasi dan pengusahaan mineral dan/atau batubara 
termasuk mineral ikutan dan/atau logam/unsur tanah jarang di dalam wilayah 
pertambangan menjadi prioritas utama dengan mempertimbangkan keterdapatannya 
yang merupakan kekayaan negara.  

Ruang yang digunakan pada kegiatan pengusahaan pertambangan mineral dan 
batubara termasuk mineral ikutan dan/atau logam/unsur tanah jarang dapat berada di 
darat maupun di laut yang dapat berupa lahan negara, lahan kawasan hutan, lahan 
perorangan, dan lahan adat atau lainnya. Perbedaan status lahan tersebut 
membutuhkan perlakuan yang berbeda. Negara memiliki kewenangan untuk 
menentukan, menetapkan dan memanfaatkan wilayah pencadangan negara dan/atau 
wilayah lainnya dengan mempertimbangkan prioritas pengembangan dan pembangunan 
wilayah, pertahanan dan ketahanan nasional.    



Kebijakan Mineral dan Batubara Indonesia | 8  
 

3.1.2 Kebijakan Pengelolaan Wilayah Pertambangan 

 Dalam mewujudkan pengelolaan wilayah pertambangan yang baik perlu disusun 
penetapan Wilayah Pertambangan yang dilaksanakan: 
1. Secara transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab; 
2. Secara terpadu dengan mengacu kepada pertimbangan dari instansi pemerintah 

terkait, masyarakat terdampak, aspek ekologi, ekonomi, hak asasi manusia, dan 
sosial budaya, serta berwawasan lingkungan; dan 

3. Dengan memperhatikan aspirasi daerah. 

3.1.3 Strategi Implementasi Pengelolaan Wilayah Pertambangan 

Pengelolaan wilayah pertambangan merupakan rangkaian kegiatan perencanaan, 
penyiapan dan penetapan wilayah untuk pertambangan di seluruh ruang darat, ruang 
laut, termasuk ruang dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah yakni kepulauan 
Indonesia, tanah di bawah perairan, dan landas kontinen yang memiliki potensi mineral 
dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang 
merupakan bagian dari tata ruang nasional yang dilaksanakan dengan tata kelola yang 
baik. Pemerintah menetapkan wilayah pertambangan untuk diusahakan berdasarkan 
keterdapatan mineral dan/atau batubara termasuk mineral ikutan dan/atau 
logam/unsur tanah jarang yang bernilai ekonomis untuk mendukung prioritas 
pembangunan dan pengembangan wilayah yang berkelanjutan, pertahanan dan 
ketahanan nasional. 

Kemudian dalam hal menentukan dan memanfaatkan wilayah pencadangan 
negara di berbagai status kawasan, Negara (Pemerintah) memiliki kewenangan untuk 
menentukan kebijakan yang tepat dan terintegrasi antar sektor dengan pertimbangan 
prioritas perkembangan dan pembangunan berkelanjutan serta pertahanan dan 
ketahanan nasional. 

3.2. Pengelolaan Mineral dan Batubara 

3.2.1. Kondisi Umum  

Kegiatan usaha pertambangan mineral dan/atau batubara termasuk mineral 
ikutan dan/atau logam/unsur tanah jarang mempunyai peranan penting dalam 
memberikan nilai tambah secara nyata kepada pengembangan Sumber Daya Manusia 
(SDM), pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan. 
Pengusahaan mineral dan/atau batubara termasuk mineral ikutan dan/atau 
logam/unsur tanah jarang meliputi tahapan kegiatan eksplorasi, operasi produksi dan 
pascatambang. 

Pengusahaan mineral dan/atau batubara termasuk mineral ikutan dan/atau 
logam/unsur tanah jarang dilaksanakan pada Wilayah Pertambangan yang telah 
ditetapkan, dan diusahakan dengan menerapkan kaidah pertambangan yang baik. 

Kegiatan usaha pertambangan mineral dan/atau batubara termasuk mineral 
ikutan dan/atau logam/unsur tanah jarang mencakup kegiatan yang dimulai dari 
penyelidikan umum, eksplorasi, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau 
pemurnian, pengangkutan, penjualan, dan reklamasi serta pascatambang. Tujuan dari 
pengusahaan adalah untuk memperoleh manfaat yang maksimal dari mineral dan/atau 
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batubara termasuk mineral ikutan dan/atau logam/unsur tanah jarang yang 
dipergunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.  

Pengusahaan mineral dan/atau batubara termasuk mineral ikutan dan/atau 
logam/unsur tanah jarang juga perlu memperhatikan karakteristik sebagai berikut : 
• Perubahan bentang alam dan daya dukung lingkungan; 
• Jangka waktu pengusahaan yang bervariasi sesuai dengan keterdapatan sumber 

daya dan cadangan;  
• Kegiatan reklamasi dan program pascatambang wajib dilakukan. 
 

3.2.2. Kebijakan Pengelolaan Mineral dan Batubara 

 Dalam mewujudkan pengelolaan mineral dan batubara yang baik, maka perlu 
disusun beberapa kebijakan antara lain: 
1. Iklim investasi yang kondusif. 
2. Kaidah pertambangan yang baik. 
3. Pertumbuhan dan perkembanga ekonomi. 
4. Penggunaan dan pengembangan tenaga kerja dan produk dalam negeri. 
5. Pemenuhan kebutuhan dalam negeri. 
6. Peningkatan nilai tambah. 
7. Penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 
8. Dukungan pengembangan industri daur ulang. 
 

3.2.3. Strategi Implementasi Pengelolaan Mineral dan Batubara 

Pengelolaan mineral dan batubara yang baik diharapkan dapat memberikan  
manfaat maksimal kepada kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Pelaksanaan 
pengusahaan mineral dan/atau batubara termasuk mineral ikutan dan/atau 
logam/unsur tanah jarang memiliki karakteristik yang unik, yaitu pengembalian investasi 
yang lama, risiko tinggi, berlokasi di daerah tertentu, dan padat modal. Selain itu, 
dipengaruhi juga oleh berbagai faktor eksternal maupun internal yang dapat 
meningkatkan risiko pengusahaannya. Dengan demikian perlu dibuat strategi yang dapat 
menjaga keberlanjutan usaha dalam memanfaatkan mineral dan batubara. 

Peningkatan nilai tambah yang maksimal dari pengusahaan mineral dan batubara 
dapat diperoleh apabila produk hasil tambang tersebut menjadi bahan baku untuk 
industri dalam negeri yang mampu meningkatkan daya saing, posisi tawar dan 
perekonomian nasional. Dalam hal pengusahaan mineral dan/atau batubara termasuk 
mineral ikutannya dan/atau unsur/logam tanah jarang yang dinilai strategis bagi 
pertahanan dan ketahanan nasional, Negara c.q Pemerintah dapat menunjuk langsung 
badan usaha milik negara tanpa melalui proses pelelangan. 

3.2.3.1. Iklim Investasi yang Kondusif 

Kondisi iklim investasi yang sesuai dengan karakteristik unik industri 

pertambangan menjadi aspek yang strategis untuk menjaga keberlanjutan dan jaminan 

berusaha dalam mengusahakan mineral dan/atau batubara termasuk mineral ikutan 

dan/atau logam/unsur tanah jarang. Upaya-upaya untuk menciptakan iklim investasi 
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yang kondusif harus dapat memberikan kemudahan berusaha, jaminan investasi jangka 

panjang, kebijakan fiskal untuk manfaat yang optimal kepada negara dengan 

mempertimbangkan kondisi industri pertambangan dan daya saing. Tata kelola investasi 

yang baik harus berorientasi kepada pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan 

pengembangan/kemampuan daerah sehingga menciptakan persepsi yang positif pada 

kegiatan usaha pertambangan. 

3.2.3.2. Kaidah Pertambangan Yang Baik 

Penerapan kaidah pertambangan yang baik pada setiap tahapan kegiatan usaha 
pertambangan merupakan suatu kewajiban bagi pelaku usaha. Untuk menjamin 
terlaksananya kaidah pertambangan yang baik pada kegiatan usaha pertambangan 
mineral dan/atau batubara maka wajib ditetapkan kriteria keberhasilannya. 

3.2.3.3. Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi 

Pengusahaan mineral dan/atau batubara termasuk mineral ikutan dan/atau 
logam/unsur tanah jarang di Indonesia harus mampu meningkatkan pertumbuhan dan 
perkembangan serta transformasi ekonomi lokal dan nasional dari ekonomi sektor 
pertambangan kepada ekonomi sektor lainnya (seperti pertanian, perkebunan, industri 
lain, maupun lahirnya kota baru setelah kegiatan pertambangan berakhir). Upaya-upaya 
untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan ekonomi dari kegiatan pengusahaan 
pertambangan sebaiknya diarahkan pada hal-hal sebagai berikut: 
• Peningkatan indeks pembangunan manusia. 
• Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat lokal dan nasional melalui 

pengoptimalan kegiatan usaha yang berkaitan berdasarkan produk domestik 
regional bruto sebelum adanya kegiatan usaha pertambangan. 

• Pembukaan lapangan kerja baru. 
• Peningkatan investasi yang berkelanjutan. 

3.1.3.4. Penggunaan dan Pengembangan Tenaga Kerja dan Produk Dalam Negeri 

Ketersediaan lapangan pekerjaan bagi tenaga kerja lokal dan nasional dengan 
berbagai jenjang pendidikan maupun keahlian dan penggunaan produk dan jasa dalam 
negeri merupakan indikator keberhasilan pengusahaan mineral dan/atau batubara 
termasuk mineral ikutan dan/atau logam/unsur tanah jarang. Dengan demikian 
diperlukan koordinasi antar lembaga/instansi terkait dan integrasi kebijakan antar sektor 
yang saling mendukung dan menguatkan. 

A. Tenaga Kerja 

Para pelaku usaha wajib melakukan upaya peningkatan kapasitas dan kompetensi, 
serta pengembangan tenaga kerja lokal dan nasional dengan pembinaan dan 
pengawasan dari pemerintah sehingga tersedia tenaga kerja lokal dan nasional yang 
berdaya saing, memiliki kapasitas dan kompetensi sesuai dengan kebutuhan industri 
mineral dan batubara. Tenaga kerja lokal dan nasional yang telah memiliki kapasitas dan 
kompetensi yang sesuai wajib diberikan kesempatan dan kesetaraan dalam mengisi 
jabatan dan profesi yang tersedia di dalam industri mineral dan batubara. Dalam hal 
pemanfaatan tenaga kerja asing perlu diterapkan kriteria-kriteria khusus.  
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Untuk menjamin kepastian perlindungan tenaga kerja di bidang mineral dan 
batubara, maka setiap tenaga kerja wajib diikutsertakan dalam asuransi 
ketenagakerjaan dan jaminan sosial yang sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. Pengusaha dan tenaga kerja wajib ikut serta dalam program 
asuransi ketenagakerjaan dan jaminan sosial. Setiap orang, termasuk orang asing yang 
bekerja di Indonesia, wajib menjadi peserta program jaminan tenaga kerja dan sosial. 

B. Pemanfaatan Produk Dalam Negeri 

Upaya mengoptimalkan/menguatkan penggunaan dan pemanfaatan produk 
dalam negeri merupakan peran nyata dari industri mineral dan batubara untuk 
mendukung dan meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan industri nasional. 
Strategi utama adalah dengan meningkatkan dan menjaga penggunaan komponen 
dalam negeri yang maksimal bagi industri nasional. Untuk menjaga keberlanjutan 
perkembangan industri nasional, maka Pemerintah perlu menguatkan penelitian, 
pengembangan teknologi dan standardisasi produk-produk dalam negeri. 

3.2.3.5. Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri 

Pemerintah membuat perencanaan proyeksi kebutuhan dalam negeri, penyiapan 
cadangan dan stok nasional serta regulasi dalam rangka menjamin keamanan, 
ketersediaan dan pasokan mineral dan/atau batubara termasuk mineral ikutan dan/atau 
logam/unsur tanah jarang di dalam negeri untuk kemandirian industri pertahanan dan 
industri nasional secara berkelanjutan. Disamping itu pula, Pemerintah perlu 
mengembangkan teknologi dan industri dalam negeri yang memanfaatkan mineral 
dan/atau batubara termasuk mineral ikutan dan/atau logam/unsur tanah jarang. Untuk 
mendukung terlaksananya hal tersebut, perlu adanya koordinasi, sinergisitas dan 
integrasi yang saling mendukung dan menguatkan antar sektor terkait. 

A. Pemasaran dan/atau Penjualan 

Kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara menghasilkan produk 
mentah dan produk-produk turunannya. Hal ini memerlukan kegiatan pemasaran yang 
sangat luas, baik itu domestik maupun internasional. Ketersediaan pasokan dan 
kebutuhan terhadap komoditas tambang mineral dan batubara menjadi faktor penentu 
terhadap harga produk-produk dari pertambangan mineral dan batubara, dengan 
demikian diperlukan suatu strategi dalam kebijakan pemasaran dan/atau penjualan di 
industri pertambangan mineral dan batubara yang mampu menjaga keberlangsungan 
usaha kegiatan pertambangan tersebut. Strategi pemasaran dan/atau penjualan mineral 
dan/atau batubara termasuk mineral ikutan dan/atau logam/unsur tanah jarang sebagai 
berikut: 

• Kepastian regulasi dan penegakan hukum terhadap mekanisme pemasaran 
dan/atau penjualan mineral dan batubara. 

• Ketersediaan akses dan infrastruktur untuk batubara dan/atau mineral strategis 
lain. 

• Ketersediaan fasilitas pengolahan dan pemurnian untuk bahan baku, fasilitas 
industri untuk bahan setengah jadi dan bahan jadi di dalam negeri guna 
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mendukung pemasaran dan/atau penjualan domestik produk mentah dari industri 
mineral dan batubara. 

• Ketersediaan harga patokan domestik yang bersaing untuk seluruh komoditas 
mineral dan batubara. 

• Pemasaran dan/atau penjualan di dalam negeri berorientasi terhadap daya saing 
industri nasional dan keterjangkauan. 

• Penyiapan instrumen dan upaya penegakan hukum yang dapat mencegah praktik-
praktik pemasaran dan/atau penjualan yang dapat merugikan negara. 

 
B. Pengendalian Produksi Mineral dan Batubara 

Pemerintah melakukan upaya pengendalian produksi mineral dan/atau batubara 
termasuk mineral ikutan dan/atau logam/unsur tanah jarang dengan memperhatikan 
prinsip-prinsip konservasi, substitusi dan diversifikasi pemanfaatan mineral dan/atau 
batubara termasuk mineral ikutan dan/atau logam/unsur tanah jarang, sebagai upaya 
menjamin dan menjaga pasokan mineral dan/atau batubara termasuk mineral ikutan 
dan/atau logam/unsur tanah jarang di dalam negeri agar kemandirian, ketahanan dan 
keamanan nasional yang keberlanjutan dapat terwujud. 

Pengendalian produksi mineral dan batubara nasional yang dimaksud juga 
mempertimbangkan nilai inventori akhir, agar pemanfaatan mineral dan batubara dalam 
negeri optimal.  

3.2.3.6. Peningkatan Nilai Tambah 

Industri mineral dan/atau batubara termasuk mineral ikutan dan/atau 
logam/unsur tanah jarang merupakan penyedia bahan baku untuk pengembangan 
industri nasional yang terintegrasi dan berdaya saing tinggi. Peningkatan nilai tambah 
harus dapat menumbuhkembangkan inovasi, penguasaan dan pengembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi nasional untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi 
nasional yang berdaya saing tinggi. 

3.2.3.7. Penguasaan dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 

Setiap tahapan kegiatan pertambangan maupun upaya peningkatan produksi dan 
nilai tambah mineral dan/atau batubara termasuk mineral ikutan dan/atau logam/unsur 
tanah jarang memiliki potensi penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi. Oleh karena itu, Pemerintah perlu berpihak dan memberikan perlindungan 
bagi pelaksana atau tenaga ahli nasional dalam upaya penguasaan dan pengembangan 
ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mendorong peningkatan kapasitas dan 
kompetensi nasional.  

Untuk menjamin penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi di industri mineral dan/atau batubara termasuk mineral ikutan dan/atau 
logam/unsur tanah jarang, Pemerintah perlu memberikan instrumen-instrumen 
kebijakan yang mampu mendukung keberpihakan dan upaya perlindungan bagi 
penerapan dan pelaksanaannya. Pemerintah juga perlu membuat suatu mekanisme 
secara khusus pengelolaan dan pemanfaatan dana hasil penerimaan negara subsektor 
mineral dan/atau batubara termasuk mineral ikutan dan/atau logam/unsur tanah jarang 
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untuk menjaga keberlanjutan penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi. 

3.2.3.8. Dukungan Pengembangan Industri Daur Ulang 

Pemerintah harus mendorong penerapan prinsip-prinsip konservasi pada industri 
mineral dan/atau batubara termasuk mineral ikutan dan/atau logam/unsur tanah jarang 
dan pengembangan industri yang mampu mendaur ulang produk akhir untuk menjamin 
keberlanjutan ketersediaan sumber daya dan cadangan mineral dan batubara dalam 
jangka panjang dan mengurangi pemanfaatan yang berlebihan dari industri mineral 
dan/atau batubara termasuk mineral ikutan dan/atau logam/unsur tanah jarang. 

3.3. Pengelolaan Lingkungan Hidup 

3.3.1. Kondisi Umum  

Kegiatan pertambangan mineral dan/atau batubara termasuk mineral ikutan 
dan/atau logam/unsur tanah jarang berpotensi mengakibatkan penurunan kualitas 
lingkungan sehingga perlu melaksanakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. 
Kegiatan pertambangan yang berwawasan lingkungan mengintegrasikan faktor 
lingkungan, ekonomi, dan sosial dalam seluruh tahapan kegiatan pertambangan, sejak 
tahap eksplorasi sampai pascatambang.  

Pembangunan Indonesia menganut konsep pembangunan berkelanjutan yang 
berwawasan lingkungan, dimana dalam pelaksanaannya, secara sadar dan terencana, 
memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya, untuk menjamin kemampuan, 
kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. 

Industri pertambangan mineral dan/atau batubara termasuk mineral ikutan 
dan/atau logam/unsur tanah jarang adalah suatu industri yang memanfaatkan sumber 
daya alam yang bersifat tidak dapat diperbaharui (non renewable) dan memiliki jangka 
waktu kegiatan operasional tertentu sesuai dengan keterdapatan sumber daya dan 
cadangan. Oleh karena itu perlu dibuat konsep pengelolaan lingkungan hidup dan 
pengembangan masyarakat yang berkelanjutan pada kegiatan pertambangan mineral 
dan batubara.  

3.3.2. Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

Upaya pengelolaan lingkungan hidup secara baik dan benar, sistematis dan 
terpadu dalam perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, 
dan penegakan hukum harus dilakukan guna mencegah dan memitigasi penurunan 
kualitas lingkungan hidup terhadap air, tanah, udara, dan keanekaragaman hayati yang 
dapat berpengaruh terhadap perubahan keseimbangan ekologi. Keseimbangan 
lingkungan hidup yang baik merupakan hak dasar setiap warga negara, baik bagi 
generasi yang sekarang maupun generasi yang akan datang. 

Implementasi sistem manajemen lingkungan hidup pertambangan harus 
dilakukan mulai dari tahapan kegiatan eksplorasi sampai pascatambang. Pelaku usaha 
berkewajiban melakukan identifikasi dampak lingkungan yang menjadi dasar bagi 
penentuan parameter lingkungan yang akan dikelola selama tahapan kegiatan 
pertambangan berlangsung serta menjadi acuan dalam menghitung biaya lingkungan. 
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3.3.3. Strategi Implementasi Pengelolaan Lingkungan Hidup 

Kesadaran secara internal dari para pelaku usaha pertambangan dimulai dengan 
memasukkan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup ke dalam kebijakan utamanya 
untuk menjalankan bisnisnya. Dengan demikian pengelolaan lingkungan hidup yang 
mengutamakan konsep eksternalitas biaya pengelolaan lingkungan menjadi hal yang 
utama untuk mendukung tujuan utama pengusahaan, yaitu memperoleh manfaat dan 
keuntungan. 

Pengelolaan lingkungan hidup dilakukan pada parameter lingkungan hidup yang 
mengalami perubahan. Penentuan parameter lingkungan hidup menjadi tanggung jawab 
pemerintah dan dilaksanakan oleh pelaku usaha kegiatan pertambangan sehingga upaya 
pengelolaan lingkungan hidup memiliki standar acuan yang jelas. 

Sebaran dampak lingkungan tidak mengenal batasan wilayah konsesi maupun 
administratif sehingga perlu dilakukan upaya pengelolaan lingkungan hidup yang baik 
dalam upaya mencegah dampak negatif. Dengan demikian perlu dilakukan penentuan 
luasan area lingkungan hidup yang diprediksi terdampak akibat kegiatan pertambangan 
mineral dan batubara oleh para pelaku usaha sebelum melakukan kegiatannya. 

Konsep atau metode pengelolaan lingkungan yang tepat akan mengurangi 
dampak yang ada. Dengan demikian perlu adanya pemilihan konsep atau metode 
pengelolaan lingkungan yang tepat (akurat) sesuai parameter yang telah ditentukan dan 
kondisi lingkungan yang sudah diteliti, baik fisik maupun non fisik. 

Untuk mencapai keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup pada kegiatan 
pertambangan mineral dan batubara maka hendaknya memperhatikan hal-hal sebagai 
berikut: 

1. Penerapan praktek terbaik yang tersedia untuk melakukan efisiensi pemakaian 
sumber daya, seperti air dan energi, mendaur ulang material, upaya perlindungan 
terhadap keanekaragaman hayati, pengurangan emisi gas rumah kaca, serta 
pengelolaan limbah dan sisa hasil pengolahan dan/atau pemurnian; 

2. Penyusunan studi kelayakan dan dokumen lingkungan hidup dilakukan secara 
komprehensif dengan prinsip-prinsip tidak saling bertentangan; 

3. Penilaian resiko dan manajemen resiko lingkungan hidup diintegrasikan ke dalam 
sistem manajemen lingkungan hidup pertambangan yang mengakomodir seluruh 
resiko pada parameter lingkungan hidup dan mitigasi yang dilakukan sekaligus 
sebagai penilaian untuk kelanjutan tambang dan / atau investasi . 

4. Pelaksanaan kegiatan pertambangan mineral dan batubara dalam hal pengelolaan 
lingkungan hidup hendaknya mengacu kepada dokumen lingkungan hidup yang 
diterbitkan oleh instansi yang membidangi lingkungan hidup sesuai dengan 
kewenangannya; dan 

5. Perencanaan reklamasi dan perencanaan pascatambang disusun mengacu kepada 
dokumen lingkungan hidup, rencana tata ruang wilayah nasional, serta 
mengakomodir masukan  dari para pemangku kepentingan. Reklamasi dilakukan 
pada setiap tahap kegiatan pertambangan sebagai langkah rehabilitasi area bekas 
kegiatan pertambangan secara progresif dan merupakan aspek integral dalam 
perencanaan dan pengembangan tambang. Pascatambang merupakan kegiatan 
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yang direncanakan secara komprehensif dan melibatkan seluruh pemangku 
kepentingan. Area bekas tambang yang akan ditinggalkan setelah kegiatan 
pertambangan selesai, harus dikelola dan dimanfaatkan sehingga dapat 
memberikan nilai tambah ekonomi, sosial, maupun peningkatan fungsi 
lingkungan. 

3.4. Pengelolaan Pertambangan Rakyat 

3.4.1. Kondisi Umum  

Pertambangan rakyat merupakan permasalahan pengelolaan pertambangan di 
seluruh dunia termasuk di Indonesia. Hal ini bukanlah merupakan fenomena baru 
melainkan sudah ada sebelum masa kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka, 
pertambangan rakyat mulai diatur di dalam peraturan perundang-undangan, namun 
demikian belum ada kebijakan yang menjadi pedoman kegiatan pertambangan rakyat 
secara komprehensif.  

Pertambangan rakyat adalah kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat adat 
dan/atau setempat secara tradisional dan sederhana, dalam skala kecil atau secara 
turun temurun yang merupakan salah satu mata pencaharian. Pemerintah melalui 
kebijakan mineral dan batubara sebaiknya memfasilitasi pertambangan rakyat secara 
komprehensif, jelas dan mudah dimengerti dengan mempertimbangkan aspek 
lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja, ekonomi, serta pemasaran dan finansial. 
Selain itu pemerintah juga harus memiliki peran yang jelas dalam mengelola 
pertambangan rakyat sebagai sektor formal yang bermanfaat bagi masyarakat 
setempat. 

Indonesia adalah negara yang memiliki sumber daya mineral dan batubara 
dengan sifat dan karakteristik yang unik, dimana penyebarannya tidak merata, jumlah 
yang terbatas dan kualitas bervariatif. Kondisi ini membuka kesempatan kepada 
masyarakat adat dan/atau setempat untuk melakukan penambangan dalam pemenuhan 
kebutuhan hidup sehari-hari. Karena mineral dan batubara dikuasai oleh Negara, maka 
Negara wajib mengatur bagaimana pengelolaan pertambangan rakyat dilakukan.  

Tidak semua operasi pertambangan rakyat bekerja sesuai standar. Terdapat 
beberapa permasalahan yang muncul, seperti kondisi kerja operasi yang tidak aman, 
kerangka hukum yang menaunginya kurang memadai, pengawasan kegiatan yang 
lemah, pengelolaan lingkungan yang tidak terlaksana dengan baik, penguasaan hak akan 
mineral dan batubara yang tidak jelas, dan hilangnya potensi keuntungan dan 
pendapatan Negara akibat kegiatan perdagangan informal.  

3.4.2. Kebijakan Pengelolaan Pertambangan Rakyat 

Dalam Kebijakan pengelolaan pertambangan rakyat diupayakan dengan 
mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 
1. Menyediakan arah kebijakan dan kerangka hukum yang sesuai dengan kebutuhan 

pertambangan rakyat; 
2. Memastikan partisipasi masyarakat adat dan/atau setempat dalam kegiatan  

pertambangan rakyat sehingga manfaat langsung akan keterdapatan mineral 
dan/atau batubara khususnya deposit yang jumlahnya kecil dapat dirasakan; 
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3. Mewajibkan pertambangan rakyat untuk mengikuti kaidah-kaidah pertambangan 
yang baik; dan 

4. Menjadikan pertambangan rakyat sebagai bagian dari upaya pemenuhan 
kebutuhan dasar bagi masyarakat adat dan/atau setempat di wilayah yang 
diperuntukkan untuk pertambangan rakyat. 

3.4.3. Strategi Implementasi Pengelolaan Pertambangan Rakyat 

Pertambangan rakyat menjadi mata pencaharian bagi sebagian masyarakat di 
daerah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara. Apabila dikelola dengan baik, 
pertambangan rakyat memiliki potensi meningkatkan perekonomian dan mengurangi 
kemiskinan penduduk setempat di daerah sekitar wilayah yang diperuntukkan untuk 
pertambangan rakyat. Oleh karena itu pertambangan rakyat harus dilaksanakan 
berdasarkan kaidah-kaidah pertambangan yang baik. Dengan demikian, diperlukan 
strategi kebijakan pengelolaan pertambangan rakyat sebagai berikut: 

1. Penentuan kriteria pertambangan rakyat yang mudah dipahami, jelas, seragam, 
transparan, dan efisien. 
Pertambangan rakyat mengakomodir peran serta masyarakat adat dan/atau 
setempat dalam kegiatan pertambangan sebagai bagian pemenuhan kebutuhan 
dasar di wilayah yang diperuntukkan untuk pertambangan rakyat.  

2. Penataan wilayah, perizinan serta pembinaan dan pengawasan pertambangan 
rakyat. 
Wilayah yang diperuntukkan untuk pertambangan rakyat merupakan bagian dari 
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN). Penentuan batas-batas wilayah 
harus jelas, tidak terjadi tumpang tindih lahan dan lebih dititikberatkan kepada 
masyarakat adat dan/atau setempat yang melakukan penambangan secara turun 
temurun. Kegiatan pertambangan rakyat diluar wilayah yang diperuntukkan untuk 
pertambangan rakyat merupakan pelanggaran hukum.  Prosedur operasional 
standar dalam penerbitan izin, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan 
pertambangan rakyat harus jelas. Pemerintah melalui instansi/lembaga terkait 
memiliki kewajiban melakukan sosialisasi, pembinaan, dan pengawasan kepada 
pelaku kegiatan pertambangan rakyat berkaitan dengan kaidah pertambangan 
yang baik, kesehatan dan keselamatan kerja (K3) serta pengelolaan lingkungan. 

3. Pemberian fasilitas kemudahan akses permodalan bagi pertambangan rakyat  
Pemerintah menyediakan sarana dan prasarana serta kemudahan akses 
permodalan bagi pertambangan rakyat, antara lain dengan membentuk Badan 
Usaha Milik Daerah (BUMD), koperasi atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). 

 

 

 
 
 
 
 



Kebijakan Mineral dan Batubara Indonesia | 17  
 

BAB IV. KONSERVASI MINERAL DAN 

BATUBARA 

4.1. Kondisi Umum 

Mineral dan batubara memiliki sifat dan karakteristik yang unik, dimana 
penyebarannya tidak merata, jumlah yang terbatas, kualitas bervariatif dan tidak 
terbarukan. Keberadaan mineral dan batubara di alam tidak dapat diatur oleh batasan-
batasan geografis dan administratif sehingga seluruh kegiatan yang berkaitan dengan 
inventarisasi kekayaan sumberdaya mineral dan batubara di wilayah negara kesatuan 
Republik Indonesia dapat dilakukan secara menyeluruh dengan dukungan kemudahan 
yang diberikan dari seluruh sektor dalam urusan pemerintahan.  

Prinsip-prinsip konservasi mineral dan batubara adalah optimalisasi dan efisiensi 
cadangan. Lebih lanjut konservasi mineral dan batubara didefinisikan sebagai upaya 
dalam rangka optimalisasi pengelolaan, pemanfaatan dan pendataan sumberdaya 
mineral dan batubara secara terukur, efisien, bertanggung jawab dan berkelanjutan.  

Hal ini tentu dapat berbeda dengan upaya-upaya konservasi sumber daya alam 
dari sisi lingkungan hidup yaitu pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin 
pemanfaatannya secara bijaksana serta berkesinambungan ketersediaannya dengan 
tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya. Ruang 
lingkup konservasi mineral dan batubara antara lain:  

1. Perencanaan dan pelaksanaan recovery penambangan;  
2. Perencanaan dan pelaksanaan recovery pengolahan; 
3. Pendataan dan/atau pemanfaatan cadangan marginal serta marginal deposit; 
4. Pengelolaan dan/atau pemanfaatan batubara kualitas rendah dan batubara kalori 

rendah; 
5. Pengelolaan dan/atau pemanfaatan bijih kadar rendah dan mineralisasi kadar 

rendah; 
6. Pengelolaan dan/atau pemanfaatan mineral ikutan, termasuk di dalamnya 

mineral strategis dan logam tanah jarang; 
7. Pendataan cadangan mineral dan batubara tidak tertambang; 
8. Pengelolaan dan pemanfaatan sisa hasil pengolahan. 

4.2. Kebijakan Konservasi Mineral dan Batubara 

Dalam rangka melaksanakan prinsip-prinsip konservasi, kebijakan yang perlu 
dilakukan antara lain: 

1. Pengelolaan, pemanfaatan dan pengembangan mineral dan batubara.  
2. Pengendalian produksi mineral dan/atau batubara termasuk mineral ikutan 

dan/atau logam/unsur tanah jarang dengan mempertimbangkan inventori akhir. 
3. Penerapan prinsip-prinsip substitusi dan diversifikasi pemanfaatan mineral 

dan/atau batubara termasuk mineral ikutan dan/atau logam/unsur tanah jarang 
sebagai upaya menjamin dan menjaga pasokan dalam negeri. 
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4. Pengembangan industri yang mampu mendaur ulang produk akhir. 
5. Pembinaan pelaksanaan upaya konservasi pada industri mineral dan/atau 

batubara. 

4.3. Strategi Implementasi Konservasi Mineral dan Batubara 

Bebeberapa strategi dalam mengimplementasikan pelaksanaan konservasi 
mineral dan batubara antara lain : 
1. Pemerintah menetapkan kebijakan konservasi mineral dan batubara.  
2. Pemerintah menetapkan wilayah pertambangan untuk keperluan kegiatan 

konservasi mineral dan batubara dan konservasi dalam rangka menjaga 
keseimbangan ekosistem dan lingkungan.  

3. Menyusun perencanaan recovery penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian 
di dalam dokumen studi kelayakan. 

4. Dalam rangka konservasi mineral dan batubara, pemegang izin usaha yang telah 
berproduksi wajib melakukan kegiatan eksplorasi lanjutan setiap tahun sekaligus 
menyediakan anggarannya.  

5. Persetujuan perluasan wilayah dapat diajukan oleh pemegang izin dalam rangka 
konservasi mineral dan batubara.  

6. Upaya konservasi mineral dan batubara sebagai bagian dari penerapan kaidah 
teknik pertambangan yang baik yang wajib dilaksanakan oleh pelaku usaha.  

7. Pemerintah dapat melakukan konservasi mineral dan batubara dengan 
mempertimbangkan keberlanjutan operasi, optimalisasi potensi cadangan mineral 
dan batubara pada pelaku usaha yang sudah berproduksi untuk kepentingan 
nasional.  

8. Konservasi sumber daya dan cadangan merupakan salah satu prinsip dalam 
pemilihan sebagian atau seluruh wilayah menjadi Wilayah Pencadangan Nasional.  

9. Melaksanakan konservasi mineral dan batubara merupakan tugas dari Kepala 
Teknik Tambang dan Pengawas Teknik dan Lingkungan  

10. Pada kegiatan penimbunan batuan penutup mengutamakan pengisian kembali 
lubang bekas tambang dengan mempertimbangkan aspek konservasi mineral dan 
batubara.  

11. Penyerahan lahan reklamasi, lahan pascatambang dan pascaoperasi dari pelaku 
usaha kepada pemerintah harus dapat memenuhi prinsip konservasi mineral dan 
batubara.  

12. Pemerintah melakukan evaluasi upaya penerapan konservasi mineral dan 
batubara  
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BAB V. PEMANTAUAN DAN EVALUASI 

5.1. Kondisi Umum  

Pemerintah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan 
pengelolaan mineral dan/atau batubara termasuk mineral ikutan dan/atau logam/unsur 
tanah jarang. Pemerintah juga melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan 
usaha pertambangan mineral dan/atau batubara termasuk mineral ikutan dan/atau 
logam/unsur tanah jarang yang dilaksanakan oleh pelaku usaha. Pemerintah melakukan 
upaya pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan inventarisasi, pemanfaatan dan 
konservasi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada 
kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. 

Pemerintah dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pada kegiatan usaha 
pertambangan mineral dan batubara melibatkan semua pemangku kepentingan terkait 
berdasarkan pada norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan 
pemantauan dan evaluasi dilaksanakan untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu 
aturan dilaksanakan dan berjalan sebagaimana seharusnya. 

5.2. Kebijakan Pemantauan dan Evaluasi 

Dalam rangka melaksanakan kegiatan pemantauan dan evaluasi, kebijakan yang 
perlu dilakukan antara lain: 
1. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan 

mineral dan batubara termasuk mineral ikutan dan/atau logam/unsur tanah 
jarang; 

2. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku pengusahaan mineral 
dan batubara dalam menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik dan tata 
kelola pengusahaan mineral dan/atau batubara termasuk mineral ikutan dan/atau 
logam/unsur tanah jarang;  

3. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi secara berkala dengan melibatkan para 
ahli dan semua pemangku kepentingan terkait berdasarkan pada norma aturan 
hukum yang berlaku;  

4. Menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan dilaksanakan dan berjalan 
sebagaimana seharusnya;dan 

5. Upaya penegakan hukum tertentu dan penegakan hukum dilakukan oleh aparatur 
penegak hukum. 

5.3. Strategi Implementasi Pemantauan dan Evaluasi  

Pemerintah melakukan pemantauan dan evaluasi secara komprehensif dan 
berkala terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan dan pelaksanaan 
kegiatan usaha pertambangan dengan cara penyediaan personil, pendanaan, sarana dan 
prasarana serta dokumen yang memadai dengan tata kelola yang baik.  

Kegiatan pemantauan dan evaluasi dalam pengelolaan mineral dan batubara 
harus memenuhi prinsip-prinsip harmonisasi peraturan perundang-undangan, 
penguatan kelembagaan dan optimalisasi peran aparatur Pemerintah dalam kerangka 
profesional, transparan, akuntabel dan berkeadilan. 
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Apabila terjadi kondisi darurat tertentu dan/atau pertimbangan lain serta 
berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaku usaha atau perusahaan pertambangan 
mineral dan batubara yang sudah dicabut atau terminasi sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku serta mempunyai kekuatan hukum yang tetap (mengikat dan 
final), maka Pemerintah dapat mengambil alih atau menugaskan BUMN/BUMD/Swasta 
untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan dimaksud.  
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BAB VI.  PENUTUP 

Pengelolaan mineral dan batubara sebagai kekayaan negara harus dilaksanakan 
dengan baik untuk dapat memberikan manfaat yang maksimal dalam industri dalam 
negeri, ketahanan dan pertahanan nasional, peningkatan daya saing, pertumbuhan, 
pemerataan, dan kemandirian ekonomi. Oleh sebab itu, penjabaran dan implementasi 
kebijakan mineral dan batubara pada hal-hal tertentu dapat dilaksanakan melalui kajian-
kajian yang memadai untuk melihat aspek-aspek secara komprehensif sehingga garis-
garis besar yang menjadi strategi dalam kebijakan mineral dan batubara ini mampu 
dilaksanakan secara jelas dan terukur bagi para pemangku kepentingan. 

Kebijakan mineral dan batubara diharapkan menjadi landasan bagi para pemangku 

kepentingan terkait dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, dan dapat 

dilakukan perubahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, 

dan arah serta tujuan strategis nasional sesuai amanah Pasal 33 UUD 1945 yang tujuan 

akhirnya adalah untuk sebesar-besarnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.  

Apabila terjadi benturan kepentingan dan perbedaan sudut pandang dalam 

memprioritaskan suatu kepentingan, maka Menteri dapat membentuk tim para pakar 

untuk memutuskan yang prioritas dengan berbagai disiplin ilmu untuk kepentingan 

nasional. 
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LAMPIRAN : 
 
LAMPIRAN  I.                                                                                                                              
PETA SUMBER DAYA DAN CADANGAN MINERAL DAN BATUBARA INDONESIA 
I.1. PETA SUMBER DAYA DAN CADANGAN MINERAL INDONESIA 

 
Gambar I.1.1 Peta Sebaran Lokasi Mineral Logam Kelompok Logam Dasar 

Sumber : Pusat Sumber Daya Mineral Batubara dan Panas Bumi - Badan Geologi (2019) 
 

 
Gambar I.1.2 Peta Sebaran Lokasi Mineral Kelompok Logam Besi dan Paduan Besi 

Sumber : Pusat Sumber Daya Mineral Batubara dan Panas Bumi - Badan Geologi (2019) 
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Gambar I.1.3 Peta Sebaran Lokasi Mineral Logam Kelompok Logam Mulia 

Sumber : Pusat Sumber Daya Mineral Batubara dan Panas Bumi - Badan Geologi (2019) 
 

 
Gambar I.1.4 Peta Sebaran Lokasi Mineral Logam Kelompok Logam Ringan dan Langka 

Sumber : Pusat Sumber Daya Mineral Batubara dan Panas Bumi - Badan Geologi (2019) 
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Gambar I.1.5 Peta Sebaran Lokasi Mineral Bukan Logam Kelompok Mineral Industri 

Sumber : Pusat Sumber Daya Mineral Batubara dan Panas Bumi - Badan Geologi (2019) 
 

 
Gambar I.1.6 Peta Sebaran Lokasi Mineral Bukan Logam Kelompok Bahan Keramik 

Sumber : Pusat Sumber Daya Mineral Batubara dan Panas Bumi - Badan Geologi (2019) 
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Gambar I.1.7 Peta Sebaran Lokasi Mineral Bukan Logam Kelompok Bahan Bangunan 

Sumber : Pusat Sumber Daya Mineral Batubara dan Panas Bumi - Badan Geologi (2019) 
 

 
Gambar I.1.8 Peta Sebaran Lokasi Mineral Bukan Logam Kelompok Batu Mulia 
Sumber : Pusat Sumber Daya Mineral Batubara dan Panas Bumi - Badan Geologi (2019) 
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I.2. PETA SUMBER DAYA DAN CADANGAN BATUBARA INDONESIA 
 

 
Gambar I.2.1  Peta Sebaran Lokasi Batubara Indonesia 

Sumber : Pusat Sumber Daya Mineral Batubara dan Panas Bumi - Badan Geologi (2019) 
 
 

 
Gambar I.2.2 Peta Sebaran Potensi Gas Metana Batubara 

Sumber : Pusat Sumber Daya Mineral Batubara dan Panas Bumi - Badan Geologi (2019) 
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Gambar I.2.3 Peta Sebaran Lokasi Gambut Indonesia 

Sumber : Pusat Sumber Daya Mineral Batubara dan Panas Bumi - Badan Geologi (2019) 
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LAMPIRAN  II. TABEL SUMBER DAYA DAN CADANGAN MINERAL DAN BATUBARA INDONESIA 

Tabel II.1 Sumber Daya dan Cadangan Mineral Logam Tahun 2019 

 
Sumber : Pusat Sumber Daya Mineral Batubara dan Panas Bumi - Badan Geologi (2019) 
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Tabel II.2 Total Sumber Data dan Total Cadangan Mineral Logam Tahun 2019 

 
Sumber : Pusat Sumber Daya Mineral Batubara dan Panas Bumi - Badan Geologi (2019) 
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Tabel II.3 Sumber Daya dan Cadangan Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun 2019 (1) 

 
Sumber : Pusat Sumber Daya Mineral Batubara dan Panas Bumi - Badan Geologi (2019) 
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Tabel II.3. Rekapitulasi Sumber Daya dan Cadangan Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun 2019 (2) 

 
Sumber : Pusat Sumber Daya Mineral Batubara dan Panas Bumi - Badan Geologi (2019) 
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Tabel II.4 Sumber Data Neraca Sumber Daya dan Cadangan Batubara Indonesia Tahun 2019 

 
Sumber : Pusat Sumber Daya Mineral Batubara dan Panas Bumi - Badan Geologi (2019) 
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Tabel II.5 Kualitas Sumber Daya dan Cadangan Batubara Indonesia Tahun 2019 

 

Sumber : Pusat Sumber Daya Mineral Batubara dan Panas Bumi - Badan Geologi (2019) 
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Tabel II.6 Sumber Daya dan Cadangan Batubara Status Desember 2019 

 

Sumber : Pusat Sumber Daya Mineral Batubara dan Panas Bumi - Badan Geologi (2019) 
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